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PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK: - Dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan
transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan
Bupati Bogor Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan telah
diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
maka Peraturan Bupati Bogor tersebut perlu ditinjau dan
disesuaikan.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun
1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968;
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun
2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU
No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun
2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2009; UU
No. 13 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun
2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun
1986; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP
No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010;
PP No. 10 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES
No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan PERPRES No. 4 Tahun 2015; PERMENDAGRI
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI
No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2016;
PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERDA No. 3 Tahun 2003;
PERDA No. 9 Tahun 2008; PERDA No. 11 Tahun 2008; PERDA
No. 12 Tahun 2008; PERDA No. 24 Tahun 2008; PERDA
No. 8 Tahun 2009; PERDA No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah
diubah dengan PERDA No. 2 Tahun 2015; PERDA No. 9 Tahun
2010; PERDA No. 7 Tahun 2011; PERDA No. 21 Tahun 2011;



CATATAN:

PERDA No. 22 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2011; PERDA
No. 14 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian
hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
Kabupaten Bogor.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan,
9 Mei 2016.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan
sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Tahun 2016 dilaksanakan dengan berpedoman
kepada Peraturan Bupati Bogor Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2017
dan seterusnya dilaksanakan dengan berpedoman kepada
Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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